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PRAKATA

agian tertentu dari buku ini pernah dimuat dalam jurnal. Namun atas
Bdorongan teman-teman, baik dari kalangan pengajar, peneliti, maupun
para pejabat yang terkait dengan tulisan ini (perikanan laut) menghendaki
dapat disusun dalam suatu buku yang lebih lengkap dan komprehensif. Di
samping itu, penulis memahami bahwasanya tulisan yang pernah dimuat
dalam jurnal sangat singkat dan masih banyak kekurangan. Oleh karena
itu, penulis berusaha mengembangkan, membahas secara mendalam dan
komprehensif sehingga mampu memberikan pemahaman kepada para
pembaca secara tuntas serta dapat memenuhi keinginan teman-teman. Pada
akhirnya dapat diwujudkan dalam buku yang berjudul Aspek Nasional dan

Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ade
Adhari, S.H., M.H. dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu

per satu, yang telah berjasa dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, Oktober 2017
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KATA PENGANTAR

uku ini memberi manfaat tidak hanya bagi para akademisi para maha-
Bsiswa, pengajar, dan peneliti, juga perlu bagi para pejabat yang mempu-
nyai fungsi berkaitan dengan masalah perikanan laut.

BukuinimemaparkanbahwaIndonesiaberdasarkan hukum internasional
yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS, 1982),
mempunyai hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban di ZEE Indonesia.
Sebelum UNCLOS tahun 1982 berlaku, Indonesia telah mengumumkan
secara sepihak tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Kemudian
Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
Indonesia. Konvensi UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (LNRI Nomor 76 Tahun 1985, TLNRI
Nomor 3319 Tahun 1985). UNCLOS tahun 1982 berdasarkan Pasal 308 ayat (1)
berlaku (entry into force) pada tanggal 16 November 1994.

Setelah Indonesia menjadi pihak dalam UNCLQOS tahun 1982, Indonesia
harus mengharmonisasikan pengaturan sumber daya ikan di ZEE Indonesia
antara kepentingan nasional dan kewajiban dalam hukum internasional
mengenai pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia
oleh negara lain menurut UNCLOS tahun 1982, artinya negara lain berhak
ikut memanfaatkan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia.

Kedua kepentingan tersebut, yaitu kepentingan Indonesia dan kepentingan
negara lain harus diharmonisasikan dalam suatu perjanjian internasional.
Menurut penulis perlu adanya model perjanjian Internasional yang mengatur

tentang pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia.

Kata Pengantar vii



Perjanjian tersebut diperlukan untuk dijadikan dasar sebagai pedoman bagi

pelaksanaan pemanfaatan surplus sumber daya perikanan di ZEE Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.
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PENDAHULUAN

ekayaan alam yang terkandung dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus dijaga
dan dilestarikan, agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup
umat manusia. Pengelolaan sumber daya ikan di ZEE secara bertanggung
jawab merupakan upaya untuk tercapainya pemanfaatan yang optimal dan
berkelanjutan. Artinya, dalam rangka mewujudkannya peran manusia sangat
menentukan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, baik negara pantai maupun negara lain yang mempunyai
hak akses atas surplus sumber daya ikan yang pengaturannya dituangkan

dalam suatu perjanjian.

Sejarah menunjukkan adanya pengambilan sumber daya ikan di laut
lepas tertentu yang bersambung dengan pantai sebagai sesuatu yang gra-
tis untuk dimanfaatkan. Kondisi demikian terjadi di negara-negara yang
sedang berkembang, seperti terjadi di laut lepas yang bersambung dengan
pantai Meksiko sebelum terjadi Perang Dunia II.' Tindakan dan pandangan
demikian tidak dapat ditoleransi, karena akan mengancam kehidupan umat
manusia. Faktor penurunan potensi sumber daya ikan, telah mendorong
kesadaran untuk melihat kembali dan melakukan perbaikan tata pengaturan

pemanfaatan sumber daya ikan.

Negara-negara yang mempunyai teknologi tinggi dapat memanfaatkan

sumber daya ikan yang lebih dibandingkan dengan negara-negara yang belum

1 F Parkinson, The Latin American Contribution to the Law of the Sea in International Law of the Sea and
International Shipping, (New York: Oceana, 1985), him. 142-148.
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maju teknologinya. Kondisi demikian dapat merugikan negara-negara yang
teknologinya belum maju, dengan berlatar belakang pada keadaan ini,
menimbulkan kesadaran bagi negara-negara untuk membuat pengaturan
dengan memerhatikan daya dukung yang tersedia. Kesadaran negara-negara
ditandai dengan tindakan-tindakan secara sepihak (unilateral) yang dilakukan
dalam rangka “mengamankan” sumber daya ikan yang terdapat di laut lepas
tertentu yang bersambung dengan pantainya, dan yang menjadi tujuan dari
tindakan tersebut adalah untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi rakyatnya. Namun tindakan-
tindakan yang sifatnya unilateral kadang-kadang dapat merugikan pihak lain,
oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara
pantai dan kepentingan negara lain diperlukan adanya kesepakatan yang

ditundukkan dalam suatu perjanjian.?

Kesadaran dari negara-negara juga ditandai dengan tindakan-tindakan
yang sifatnya diajukan dalam forum internasional. Tindakan ini merupakan
wujud kesadaran bersama akan pentingnya pengaturan sumber daya ikan
untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, sekaligus tindakan ini bertujuan
untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara-negara pantai dan
kepentingan negara-negara lain. Dapat dimanfaatkannya sumber daya ikan
oleh negara lain sesuai dengan pengaturan hukum internasional, yang dikenal
dengan common heritage of nations.> Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk
menempatkan pemanfaatan sumber daya ikan dalam suatu aturan yang
bersifat universal,* dengan menghubungkan adanya dua persoalan penting,
yaitu pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dalam
rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya dan adanya pengaturan surplus
sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang didasarkan

pada suatu perjanjian.

2 Presidential Proclamation, 28 September 1945: “With Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of
the High Seas, “ 10 Fed. Reg. 12304. Lihat, Ann L. Hollick, U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea,
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), Lampiran I.

3 Artinya, karena adanya perkembangan hukum internasional yang memungkinkan negara pantai mem-
punyai yurisdiksi di ZEE berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS
1982). Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 telah diratifikasi dan telah diimplementasikan dalam peraturan
perundang-undangan. Lihat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Na-
tions Convention on the Law of the Sea, LNRI Tahun 1985 Nomor 76, TLNRI Nomor 3319.

4 United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea, U.N. Doc. A/CONF.62/122, 1982.
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Pengertian surplus yang telah disarikan dari berbagai literatur dimaknai
sebagai ketidakmampuan suatu negara pantai untuk dapat memanfaatkan
seluruh Total Allowable Catch (TAC) atau kemampuan tangkap nasional
(KTN) tidak mencapai TAC. Pengertian TAC kemudian diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia sebagai jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
sehingga surplus diartikan ketidakmampuan suatu negara pantai untuk
dapat memanfaatkan seluruh JTB. Dalam peraturan nasional, menerjemahkan
surplus sebagai KTN tidak mencapai JTB adalah tepat sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pengaturan laut yang semula hanya membagi laut menjadi dua, yaitu
laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara yang dinamakan dengan
laut teritorial; dan laut yang bersifat bebas, mengalami suatu pergeseran da-
lam tata pengaturan laut dengan adanya klaim negara-negara pantai untuk
memanfaatkan laut di luar laut teritorial. Pergeseran pengaturan demikian
tidak terlepas dari adanya pengambilan sumber daya ikan yang dilakukan
secara berlebihan dan terus-menerus tanpa memerhatikan faktor pelestarian-
nya, yang pada akhirnya berdampak pada pengambilan sumber daya ikan

yang bebas atau dapat diterjemahkan pemanfaatan tanpa batas.

Tidak dapat diterapkannya tata pengaturan laut lama, yang berarti tidak
dapat digunakannya pengaturan laut yang bersifat bebas sebagai landasan
dalam pengaturan wilayah laut yang berada di luar laut teritorial. Penger-
tian pengaturan laut yang bersifat bebas diartikan sebagai suatu pengaturan
sumber daya yang terdapat di dalamnya berlaku prinsip common heritage of
mankind. Suatu prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa
sumber daya yang terdapat dalam kawasan laut yang terletak di luar kedau-
latan suatu negara merupakan warisan bersama yang dapat dimanfaatkan
oleh seluruh umat manusia, dengan ketentuan bahwa tujuan dari pemanfaatan
tersebut untuk kepentingan kehidupan manusia yang hidup berdampingan

secara damai.’

5 Sebagai adopsi dari penerapan prinsip hukum internasional dalam hukum udara dan angkasa yang
telah berlaku sebagai unsur yang mengatur hubungan sosial. Prinsip yang berlaku dalam kehidupan
dalam hubungan hukum internasional, bahwa dengan prinsip tersebut diharapkan dapat melindungi,
menghormati dan memenuhi kepentingan manusia secara independen dari setiap negara yang
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